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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, yang mana negara dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan presiden mempunyai hak prerogatif yang dapat diartikan sebagai hak khusus atau hak istimewa yang bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat oleh lembaga negara lain.   

Sebelum maupun setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 14, menyebutkan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan yang pertama, yaitu dalam hal memberikan grasi dan rehabilitasi, presiden wajib memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam memberikan amnesti dan abolisi, presiden wajib memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini berkaitan dengan prinsip Checks and Balance. 

Seperti halnya yang terjadi dalam perkara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam perkara tersebut Saiful Mahdi menerima amnesti yang diberikan oleh presiden melalui pertimbangan DPR, presiden memberikan amnesti melalui surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2021.
 Saiful Mahdi sebelumnya divonis bersalah melanggar UU ITE atas dugaan pencemaran nama baik karena telah menyuarakan pendapatnya mengenai kejanggalan pada proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Universitas Syiah Kuala tempatnya bekerja melalui media elektronik yaitu grup Whatsapp. Mahkamah Agung menghukum Saiful Mahdi dengan hukuman penjara 3 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 bulan kurungan.

Saiful Mahdi merupakan seorang akademisi yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Syiah Kuala Aceh, beliau mengajar beberapa mata kuliah yaitu Statistik Sosial, Metode Kualitatif, Analisis Politik, dan Demografi  seperti yang dijelaskan pada website fsd.unsyiah.ac.id,
 beliau juga merupakan seorang dosen di Universitas Serambi Mekkah pada mata kuliah Kapita Selekta Sejarah. Pada situs resmi Unsyiah, Saiful Mahdi mengatakan bahwa beliau mempunyai minat pada bidang Statistika Resmi, Statistika lSosial, lMetode lKuantitatif, danl Metodel Survei untukl analisi lkebijakan, Ekonometrika Terapan,  dan Demografi. Saifull jugal mengungkapkan lbahwa beliau tertarikl denganl Totall Qualityl Managementl (TQM) danl Statistical Processl Control ataul Statistical lQuality Controll (SPC/lSQC), baik luntuk aplikasi industril maupun lnon-lindustri. Bukan hanya itu saja, Saiful Mahdi juga merupakan seorangl Foundingl and Firstl Chairl pada lDepartemen Statistikal lUnsyiah, mantanl Direkturl Eksekutifl internasional Centrel for lAceh and Indianl Ocean Studiesl (ICA/lIOS), danl pendiri sekaligusl sebagai lDirektur The Acehl lInstitute, dan jugal aktif sebagail Wakil Direkturl Pusat Ilmul Sosial danl Kajian Budayal (PPISB) lUnsyiah.

Pada hakikatnya universitas berasal dari masyarakat, belajar untuk masyarakyat, dan harus kembali untuk kehidupan masyarakyat. Perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya melahirkan teori-teori dan kertas-kertas kerja akademis saja, melainkan juga harus terlibat pada berbagai permasalahan kongkrit yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Begitu besarnya harapan publik pada perguruan tinggi, sehingga dalam berbagai dinamika kehidupan berbangsa serta bernegara perguruan tinggi akan terlibat dalam dinamika sosial, politik, dan budaya.
 

Peran akademisi seperti guru atau dosen mempunyai fungsi yang sangat penting, tidak hanya berfungsi sebagai sumber ilmu saja yang menjadi acuan siswa, tetapi mereka juga berperan sebagai perangsang (stimulator) serta pemudah (facilitator) dalam pengembangan secara mandiri. Dalam menumbuhkan minat siswa untuk menggali ilmu secara mandiri, peran guru atau dosen ini sangat penting dibandingkan dengan mentransfer ilmu yang diperoleh siswa secara langsung.
  
Seorang akademisi seperti Saiful Mahdi yang terjerat kasus UU ITE menjadi perhatian warga negara Indonesia, sebab Saiful Mahdi merupakan korban yang disebut-sebut sebagai korban dari pasal karet yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, sebab hal tersebut salah satu bentuk dari kebebasan akademik dan dalam menyuarakan pendapat merupakan salah satu hak dari hak asasi manusia yang artinya setiap warga negara berhak atau memliki kebebasan dalam berpendapat.

Hak asasi manusia sendiri adalah hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya.
 Dalam Universal Declaration of Human Rights membahas mengenai lketentuan-ketentuanl yangl mengikatl bagi negaral dengan maksudl untukl memberikan perlindunganl kepada pribadil manusia tentangl hak danl kebebasan. Hakl adalah perwujudan dari martabat manusia (dignity of the Human person) dan kebebasan adalah pengakuan terhadap kebebasan beragama, berpikir,  dan bebas dari ketakutan dan kesengsaraan.
 Hak-hak asasi manusia disebutkan pada setiap pasal yang berjumlah 30 pasal di dalam Universal Declaration of Human Rights, hal tersebut mengambarkan bahwa setiap manusia dilahirkan mempunyai hak mendasar yang tidak bisa diambil atau dihilangkan oleh siapapun, di dalam deklarasi tersebut makna HAM dinyatakan bahwa manusia sebagai pribadi atau individu.

Dosen Saiful Mahdi dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh rekannya yaitu Taufik Saidi, beliau merasa pendapat atau kritikan yang disampaikan oleh Saiful Mahdi ditujukan untuk dirinya dan melaporkan Saiful Mahdi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. 

Perkara hukum Saiful Mahdi mengenai pelanggaran UU ITE ltelah Inkrachtl vanl gewijsdel sebab telahl menerima putusanl hukum tetapl oleh Mahkamahl Agungl dengan lPutusan Nomor. 432/Pid.sus/2019/PN Bna yang menyatakan bahwa terbuktil secaral sahl danl dinyatakan bersalahl melakukan tindakl pidana pencemaranl nama baikl melalui medial elektronik lsebagaimana dalaml dakwaanl Penuntutl Umuml melanggar Pasall 27 ayatl (3) lJo. Pasal l45 ayatl (3) lUndang-Undangl Negara Republikl Indnesia Nomorl 19 tahunl 2016 tentangl Perubahan atasl Undang-Undangl Negara Republikl Indonesia lNomor 11 tahunl 2008 tentangl Informasi danl Transaksi lElektronik. Dalam hal ini berarti dari semua proses dan upaya hukum yang dilakukan dalam lingkungan peradilan sudah dinyatakan selesai. 

Tindakan yang telah dilakukan Saiful Mahdi pada dasarnya merupakan bentuk dari ekspresi atau kebebasan berpendapat di muka umum untuk mewakili kepentingan publik dan tidak ada niat untukl mencemarkanl namal baikl seseorangl secara pribadil maupun seseorangl dari ljabatan ltertentu. Namun sayangnya, majelis hakim memandang tindakan yang dilakukan oleh Saiful Mahdi merupakan suatu tindakan yang menyebabkan nama baik seseorang tercemar dan tidak bisa dikatakan sebagai kebebasan akademik sebab mengandung unsur penghinaan.
Sebagai warga negara pada dasarnya memilikil kedudukanl yangl samal dihadapanl hukum yangl disebut sebagail prinsipl equality beforel the llaw, negara jugal memilikil kewajiban untukl memberikan perlindunganl dan mengakuil dengan adanyal hak asasil manusia daril setiap lwarga lnegaranya.
 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai kebebasan berpendapat dan Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Saiful Mahdi terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, hingga pemberian amnesti oleh presiden kepada Saiful Mahdi maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pengaturan pemberian amnesti dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan mengkaji mengenai implementasi bentuk dari perlindungan dalam menyampaikan pendapat di muka umum terhadap akademisi, pada penelitian hukum ini penulis akan menyusun penulisan hukum dengan judul ”KEBIJAKAN PEMBERIAN AMNESTI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Implementasi Bentuk Perlindungan dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Terhadap Akademisi)”. 
B. Rumusan Masalah

Berdasarkanl latarl belakangl yang telah dijelaskan, makal dapat dirumuskan permasalahanl yangl perlu dikaji lsebagai lberikut:

1. Bagaimanal Pengaturan Amnestil dalam Sisteml Ketatanegaraan ldi lIndonesia?
2. Bagaimanal Implementasil Bentuk Perlindungan dalaml Menyampaikanl Pendapat dil Muka Umuml Terhadap Akademisi?
C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui tentang peraturan amnesti dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui tentang implementasi bentuk perlindungan dalam menyampaikanl pendapatl dil mukal umuml terhadap akademisi.
D. Manfaat Peneltian 

Dalaml setiap penelitian para penulis mengharapkan agar penelitianl inil dapatl memberikanl manfaatl baik secaral teoritis maupunl praktisl dalam pembangunanl lilmu lpengetahuan.

1. Manfaat Teoritis

Hasill penelitianl inil diharapkanl dapatl bermanfaat bagil ilmu pengetahuanl dibidang lilmu lhukum, khususnya dalaml bidang hukuml tata negaral mengenai pengaturan pemberian amnesti dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan implementasi bentuk perlindungan dalam menyampaikan pendapat di muka umum terhadap akademisi.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitianl inil diharapkanl dapatl bermanfaat danl dapat memberikanl masukanl serta menambahl informasi mengenail pengaturanl pemberian amnesti dalaml sistem ketatanegaraan Indonesia dan implementasi bentuk perlindungan dalam menyampaikan pendapat di muka umum terhadap akademisi.

3. Manfaat Penulis

Hasill penelitianl inil diharapkanl menjadi  ilmul baru bagil penulisl dan dapatl dijadikan sebagail referensil penelitian selanjutnyal untuk ldikembangkan kembali  ldalam lmateri-materil lainnya, serta untukl memenuhil syaratl penyelesaianl lstudi lpenulis. 
E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitianl yang berhubungan denganl penelitian ini, antara lain: 
1. Heril lSuandi lBanurea, Kewenanganl Presidenl Dalam Pemberianl Amnesti Menurutl Undang-Undangl Darurat Nomorl 11 Tahunl 1954 lTentang Amnesti danl Abolisi (Studil Kasus Pemberianl Amnesti Kepadal Baiq lNuril), Skripsil Ilmu Hukum, ditulis pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas mengenai kewenangan presidenl dalaml pemberianl amnestil danl abolisi menurutl Undang-Undangl Darurat Nomorl 11 tahunl 1954 ltentang amnestil dan labolisi, serta membahasl mengenai prosesl pemberian lamnesti terhadap kasusl Baiq Nurill menurut lUndang-Undang Daruratl nomor l11 tahun l1954. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwal kewenanganl presidenl dalaml pemberianl amnestil terhadap kasusl Baiq Nurill sudah tepatl berdasarkan rasal keadilan berdasarkanl Peraturan lUndang-Undang Dasarl 1945 pasall 14 ayatl (2) danl Undang-Undangl Darurat nomorl 11 tahunl l1954, serta denganl adanya nasehatl tertulis ldari hakim melalui pertimbangan dari DPR.
 Hal tersebut serupal denganl penelitianl yangl akanl dilakukan olehl penulis, yangl membedakanl yaitu pada fokusl lpenelitian. Fokusl penelitian diatas yaitu mengkaji mengenai kewenanganl presidenl dalaml pemberianl amnestil menurutl UU Daruratl Nomor 11l tahun 1954l danl fokus padal kasusl yang dialami oleh lBaiq lNuril, beda halnya dengan fokus peneliti yaitu mengkaji mengenai pengaturan pemberian amnesti dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Amelia Listari, Kewenanganl Presidenl dalaml Pemberianl Amnestil pada Kasusl Baiq Nurill dari lPersfektif Undang-Undangl Dasar lNegara Republik Indonesial tahun l1945, Skripsi lIlmu lHukum, ditulis pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas mengenai llandasan lkonstitusional Presidenl dalaml pemberianl amnesti padal kasus Baiql Nuril ldan menjelaskan bahwal pemberianl amnesti olehl Presidenl kepada Baiql Nurill merupakan bentukl perlindungan terhadapl Hak lAsasi lManusia. Hasil ldari penelitianl tersebut menjelaskanl bahwal pemberian amnestil yang ldilakukan oleh Presisenl kepada Baiql Nuril berdasarkanl konstitusi lyang diatur dalaml Pasal 14l ayatl (2) UUD NRI 1945 yang menerangkan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan dan persetujuan dari DPR.
 Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang akan diteliti, perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas mengkaji mengenai pemberian amnesti kepada Baiq Nuril dari persfektif UUD NRI Tahun 1945, sedangkan penelitian ini yaitu mengkaji mengenai  pengaturan pemberian amnesti dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kepada Saiful Mahdi. 
3. Muhammad Putra Anugrah, “Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Freedom of Opinion and Expression) (Studi Kasus Enes Kanter). Skripsi Ilmu Hukum, ditulis pada tahun 2021. Skripsi tersebut membahas mengenai bentuk dari perlindungan hukum mengenai hak kebebasan berpendapat atau berekspresi menurut hukum internasional dan Eropa serta membahas mengenai implementasi hak kebebasan berpendapat atau berekspresi di Turki dan Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebebasan berpendapat atau berekspresi telah diatur dalam berbagai instrumen hukum baik dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional maupun regional, dan implementasi kebebasan berpendapat atau berekspresi berbeda di tiap negara, di Turki dalam implementasi kebebasan berpendapat atau berekspresi lebih ketat dengan pengaturan mengenai pembatasan kebebasan tersebut yang cukup spesifik, sedangkan di Indonesia tidak secara spesifik dalam pembatasan kebebasan berpendapat atau berekspresi.
 Dalam penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti memiliki persamaan yaitu dua-duanya meneliti dan membahas mengenai perlindungan kebabasan berpendapat, namun perbedaannya ada pada objek yang diteliti. 
Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, pada penelitian yang akan dilakukan penulis akan membahas mengenai pengaturan pemberian amnesti oleh Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan membahas mengenai implementasi bentuk perlindungan terhadap akademisi dalam menyampaikan pendapat di muka umum, contoh kasus yang sesuai dengan penelitian ini adalah kasus yang dialami oleh dosen Saiful Mahdi. Maka dari itu, skripsi milik penulis adalah asli dan murni, bukan merupakan duplikasi atau plagiarisme dari suatu karya ilmiah yang lain.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Normatif/doktrinal atau bisa disebutl sebagail penelitianl kepustakaan/studil ldokumen, lkarena dalam penelitianl ini dilakukanl atau ditujukanl pada lperaturan perundang-undanganl yangl tertulis ataul bahan-bahanl hukuml lainnya, dan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.
 Penelitian normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute approach) karena dalam penelitian ini akan meneliti berbagai macam aturan hukum yang akan menjadi fokus atau sebagai tema sentral dalam penelitian
, dan menggunakan pendekatan kasus (Case approach) karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, kasus-kasus yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.
 lPendekatan lperundang-undanganl adalahl pendekatanl yang dilakukanl dengan menelaahl semual peraturan lperundang-undnagan danl regulasi yangl terkait denganl isu hukuml yang sedangl diteliti. Sedangkanl pendekatan lkasus adalah pendekatanl yang dilakukanl dengan caral melakukan ltelaah terhadap lkasus-kasus yangl berkaitan denganl isu yangl dihadapi danl telah menjadil putusan pengadilanl yangl sudah mempunyail kekuatan lhukum yang ltetap. 

3. Sumberl Data 

Dalam penelitian hukuml normatif, maka mengunakan bahanl hukuml melalui penelusuran studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terier.
a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari aturan hukum nasional antara lain:

1) lUndang-Undangl Dasarl Negaral Republikl Indonesia Tahunl 1945l
2) lUndang-Undang Nomorl 19 Tahunl 2016 Tentangl Perubahan Atas lUndang-Undang Nomorl 11 Tahunl 2008 Tentangl Informasi ldan Transaksi lElektronik.
3) lUndang-Undang Nomorl 22 Tahunl 2002 Tentangl Grasi.
4) lUndang-Undang Nomorl 9 Tahunl 1998 Tentangl Kemerdekaan   Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
7) Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.
8) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang lPendidikan lTinggi.
10) lUndang-Undang Dasarl Sementara Republikl Indonesia lTahun 1950.

b. Bahanl hukuml sekunderl adalahl lbahan-bahan hukuml yangl didapat ldari buku, ljurnal-jurnal, pendapatl para lsarjana, kasus-kasusl hukum lyang dilakukanl oleh lpakar-pakar lterkait. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap suatu bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, dan lain-lain.
  

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara studil pustaka ataul lstudi ldokumen, karena dalaml penelitian inil dilakukan denganl cara penelusuran bahan-bahan hukum melalui media cetak maupun inetrnet, buku, jurnal, penelitian terdahulu, UUD NRI, dan lain-lain. Studi pustaka adalah pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang disebarluaskan dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,
 yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, pendapat para sarjana, dan lain-lain. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data penelitian yang digunakan yaitu metode analisis yang bersifat kualitatfif. Penelitian kualitatif adalah penelitian hukum yang mencari sebuah kebenaran yang didasari pada nilai atau kualitas data yang diperoleh untuk dapat melihat kesesuaian sesuatu, atau dengan ketentuan hukum yang memenuhi penetapan persyaratan kualitas tertentu.
 Dalam penelitian hukum kualitatif, data yang digunakan sebagai data utama yaitu data sekunder, hal ini karena penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan sebuah penjelasan mengenai suatu fenomena yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan penelitian ini guna memperoleh gambaran secara umum dan agar mudah dipahami yang akan diuraian dalam penelitian yaitu dengan tahapan-tahapan pembahasan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjuaan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, kemudian yang terakhir dari Bab ini yaitu lsistematika lpenulisan. 

Babl IIl Landasan lKonseptual. Dalam babl inil menguraikanl tentangl lnorma-norma hukuml yang berhubunganl dengan permasalahanl yang lakan diangkat denganl memperhatikan variabell penelitian yangl termuat ldalam ljudul.

Babl III Hasill Penelitian ldan lPembahasan. Dalam babl inil akan membahasl dan menguraikanl datal dari hasill penelitian yangl telahl diteliti ldan dianalisa yang sesuai dengan pembahasan yang menjadi permasalahan penelitian yaitu mengenai pengaturan pemberian amnesti dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan implementasi bentuk perlindungan ldalam menyampaikanl pendapatl dil mukal umuml terhadap akademisi. 

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang akan dibahas dalam penelitian, berisi dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya pada akhir dari penelitian ini diakhiri dengan Daftar Pustaka.
� Delliana Merlin Landung, et al., “Kewenangangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Lex Administratum, Volume VIII, Nomor 4, Oktober-Desember, 2020, hlm 36. 


� Kanwil.aceh, aceh.kemenkumham.go.id, Dapatkan Amnesti dari Presiden Meurah Budiman Saksikan Penyerahan Surat Pembebasan Kepada Saiful Mahdi, 13 Oktober 2021, � HYPERLINK "https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/dapatkan-amnesti-dari-presiden-meurah-budiman-saksikan-penyerahaan-surat-pembebasan-kepada-saiful-mahdi#:~:text=FAQ-" �https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/dapatkan-amnesti-dari-presiden-meurah-budiman-saksikan-penyerahaan-surat-pembebasan-kepada-saiful-mahdi#:~:text=FAQ-�, (Diakses pada tanggal 1 Maret 2022 Pukul 00,09 WIB)


� Nia Sari, beritadiy.pikiran-rakyat.com, Siapa Saiful Mahdi yang Dapat Amnesti dari Presiden Jokowi? Profil dan Kronologi Kasus Pidana UU ITE, 7 Oktober 2021, � HYPERLINK "https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-702752318/siapa-saiful-mahdi-yang-dapat-amnesti-dari-presiden-jokowi-profil-dan-kronologi-kasus-pidana-uu-ite" �https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-702752318/siapa-saiful-mahdi-yang-dapat-amnesti-dari-presiden-jokowi-profil-dan-kronologi-kasus-pidana-uu-ite�, (Diakses pada tanggal 30 Maret 2022 Pukul 15,15 WIB)


� Dedi, Viva.co.id,  Profil Saiful Mahdi, Dosen Unsyiah yang Dapat Amnesti dari Jokowi, 6 Oktober 2021, � HYPERLINK "https://www.viva.co.id/berita/nasional/1411283-profil-saiful-mahdi-dosen-unsyiah-yang-dapat-amnesti-dari-jokowi?page=2&utm_medium=page-2" �https://www.viva.co.id/berita/nasional/1411283-profil-saiful-mahdi-dosen-unsyiah-yang-dapat-amnesti-dari-jokowi?page=2&utm_medium=page-2� (Diakses pada tanggal 30 Maret 2022 Pukul 15.23 WIB)
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